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ABSTRAK 

 

RIZKY FADHILLAH. Peran Politik Mohammad Natsir Pada Masa Republik 

Indonesia Serikat (1949-1950). Skripsi. Jakarta. Program Studi Pendidikan Sejarah. 

Fakultas Ilmu Sosial. Universitas Negeri Jakarta, 2024. 

Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan peran politik Mohammad Natsir 

pada masa Republik Indonesia Serikat tahun 1949-1950. Ketika Indonesia 

memproklamasikan kemerdekaannya pada 17 Agustus 1945, Belanda dengan 

beragam strateginya ingin menguasai Indonesia kembali. Salah satu strategi yang 

digunakan Belanda ialah pembentukan negara-negara bagian yang dimulai melalui 

Perjanjian Malino pada tahun 1946. Pembentukan negara-negara bagian ini 

mengalami beragam kemajuan hingga mencapai puncaknya pada saat Konferensi 

Meja Bundar yang berhasil menjadikan Indonesia negara federal dengan nama 

Republik Indonesia Serikat. Setelah terbentuknya Republik Indonesia Serikat, 

terjadi pergolakan di daerah-daerah menuntut kembalinya bentuk negara kesatuan. 

Mohammad Natsir dengan kejeliannya membaca situasi dan kondisi saat itu 

kemudian mengajukan suatu mosi yang akhirnya mosi ini dijadikan landasan oleh 

pemerintah Republik Indonesia Serikat untuk mengatasi problematika yang terjadi 

saat itu. 

Penelitian ini menggunakan metode historis dengan pendekatan deskriptif 

naratif. Pada penelitian ini penulis juga menjelaskan bagaimana strategi 

Mohammad Natsir agar mosi yang diajukannya dapat diterima setiap fraksi dalam 

parlemen RIS. Untuk meyakinkan setiap fraksi dalam parlemen RIS tersebut, 

Mohammad Natsir melakukan kunjungan ke setiap negara-negara bagian, selain itu 

Natsir juga melakukan pertemuan dengan setiap pemimpin fraksi yang ada di 

parlemen RIS, Natsir juga menjelaskan permasalahan yang utama bukanlah perihal 

unitarisme dan federalisme, sehingga perlu melepaskan pembicaraan pada hal-hal 

yang berkaitan dengannya, Natsir juga menekankan pemerintah haruslah 

mengambil penyelesaian secara integral untuk mengatasi permasalahan saat itu. 

Penelitian ini juga menjelaskan bagaimana sikap dari setiap fraksi yang ada di 

parlemen RIS terhadap pembentukan negara kesatuan, dari jawaban yang diberikan 

oleh fraksi-fraksi tersebut, semua fraksi sepakat tentang pembentukan negara 

kesatuan yang merupakan hasil dari Mosi Integral Natsir. Selain itu, semua fraksi 

menganggap bahwa pembentukan negara kesatuan merupakan kehendak seluruh 

rakyat dan harus dilaksanakan segera. 

Kata Kunci: Mohammad Natsir, Mosi Integral, Republik Indonesia Serikat 
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ABSTRACT 

 

RIZKY FADHILLAH. The Political Role of Mohammad Natsir during the United 

Republic of Indonesia (1949-1950). Thesis. Jakarta. Department of History 

Education. Faculty of Social Sciences. State University of Jakarta, 2024. 

This research aims to explain the political role of Mohammad Natsir during 

the United Republic of Indonesia in 1949-1950. When Indonesia proclaimed its 

independence on 17 August 1945, the Dutch with various strategies wanted to 

regain control of Indonesia. One of the strategies used by the Dutch was the 

formation of states which began with the Malino Agreement in 1946. The formation 

of these states experienced various progresses until it reached its peak at the Round 

Table Conference which succeeded in making Indonesia a federal state under the 

name of the Republic of the United States of Indonesia. After the formation of the 

Republic of Indonesia, there were upheavals in the regions demanding a return to 

the unitary state. Mohammad Natsir with his foresight in reading the situation and 

conditions at that time then proposed a motion which was finally used as a basis by 

the government of the Republic of Indonesia to overcome the problems that 

occurred at that time. 

This research uses a historical method with a descriptive narrative approach. 

In this study, the author also explains how Mohammad Natsir's strategy was to 

make his motion acceptable to every faction in the RIS parliament. To convince 

each faction in the RIS parliament, Mohammad Natsir made visits to each state, 

besides that Natsir also held meetings with each faction leader in the RIS 

parliament, Natsir also explained that the main problem was not about unitarism 

and federalism, so it was necessary to let go of discussions on matters related to it, 

Natsir also emphasised that the government must take an integral solution to 

overcome the problems at that time. This research also explains the attitude of each 

faction in the RIS parliament towards the formation of a unitary state, from the 

answers given by the factions, all factions agreed on the formation of a unitary state 

which was the result of Natsir's Integral Motion. In addition, all factions considered 

that the formation of a unitary state was the will of the entire people and must be 

implemented immediately. 

 

Keywords: Mohammad Natsir, Integral Motion, United Republic of Indonesia 
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MOTTO DAN PERSEMBAHAN 

“Untuk mencapai sesuatu harus diperjuangkan dulu. Seperti mengambil buah 

kelapa dan tidak menunggu saja seperti jatuh durian yang telah masak.” 

“Pemimpin tidak bisa dicetak. Ia tidak timbul dengan sekadar diberi pelajaran. Ia 

tidak bisa diangkat dengan surat keputusan dari atasan. Pemimpin mekar dalam 

tekanan pikulan tanggung jawab. Pribadi kepemimpinan tumbuh dalam 

tantangan dan ujian di tengah masyarakat. Pemimpin tidak gembar-gembor, 

namum tidak diam. Ia tampil dengan ilmu, daya pikir, daya cepat, iman, dan 

akhlak mulia.” 

Mohammad Natsir 

“Hidup yang tidak dipertaruhkan tidak akan pernah bisa dimenangkan.” 

Sutan Sjahrir 

 

 

Skripsi ini saya persembahkan kepada kedua orang tua saya, yang telah 

memberikan cinta kasihnya selama ini kepada anaknya ini. Khususnya kepada ibu 

saya, ketahuilah saya sangat bangga lahir dari rahimmu ibu! Kepada kakek saya, 

yang memberikan dukungan dalam diam, tenang dan berbahagialah dalam 

keharibaannya. Serta kepada orang-orang yang telah berani bertaruh 

memberikan cinta kasih dan kepercayaannya kepada saya. Saya persembahkan 

ini untuk kalian. 
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dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “Peran Politik Mohammad Natsir Pada 

Masa Republik Indonesia Serikat (1949-1950)”. Skripsi ini disusun sebagai salah 

satu syarat untuk mendapatkan gelar Sarjana Pendidikan di program Pendidikan 

Sejarah, Universitas Negeri Jakarta. 

 Penulis menyadari bahwa selama proses menyelesaikan skripsi ini penulis 

banyak mendapatkan dukungan, motivasi, bimbingan, serta saran dari berbagai 
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Negeri Jakarta. Ibu Dr. Nur’aeni Marta, S.S., M.Hum. selaku Koordinator Prodi 

Pendidikan Sejarah Universitas Negeri Jakarta sekaligus sebagai penguji ahli pada 

saat sidang skripsi penulis. Bapak Dr. Nurzengky Ibrahim, MM selaku ketua 

penguji pada saat sidang skripsi penulis. Bapak M. Hasmi Yanuardi, S.S., M. Hum 

selaku sekretaris penguji pada saat siding skripsi penulis sekaligus sebagai 

pembimbing akademik penulis selama penulis menjadi mahasiswa di Pendidikan 

Sejarah Universitas Negeri Jakarta.  

Bapak Dr. M. Fakhruddin, M.Si. selaku pembimbing I penulis yang telah 

mencurahkan waktu serta pikirannya dalam memberikan bimbingan kepada penulis 

selama proses penyusunan skripsi dengan penuh perhatian. Tidak lupa juga saran, 

masukan dan pelajaran yang penulis dapatkan selama dibimbing oleh bapak. Ibu 

Dr. Kurniawati, M.Si. selaku pembimbing II penulis yang telah mencurahkan waktu 
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serta pikirannya dalam memberikan bimbingan kepada penulis. Penulis banyak 

belajar dari ibu bagaimana menghargai sebuah proses serta hasil dari proses itu 

sendiri. Terima kasih juga atas masukan, saran serta motivasi yang penulis dapatkan 

selama dibimbing oleh ibu.  Seluruh dosen program Pendidikan Sejarah Universitas 

Negeri Jakarta yang selama penulis menjadi mahasiswa telah memberikan 

perhatian, pelajaran, dan kepercayaan yang sangat amat berarti bagi penulis. Penulis 
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Ustadz Amlir Syaifa Yasin selaku narasumber dalam penelitian ini. Penulis 
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kepribadian Mohammad Natsir. Buya Zulfi Syukur selaku narasumber dalam 

penelitian ini. Penulis mengucapkan banyak terima kasih kepada Buya atas 

ketersediaan waktu, perspektif, serta dukungan moral Buya agar penulis sesegera 

mungkin dapat menyelesaikan penelitian ini. Seluruh staff dan pengurus Dewan 

Dakwah Islamiyah Indonesia, khususnya kepada Ustadz Adian Husaini dan Ustadz 

Kadir yang telah membantu dan memberikan kesempatan kepada penulis untuk 

mencari sumber-sumber di Dewan Dakwah mengenai pak Natsir baik sumber 

tertulis maupun lisan.  

Guru-guru penulis di masa sekolah, khususnya Ibu Indriati Sudiani S.Pd 

yang telah memberikan penulis motivasi, saran dan masukan berharga bagi penulis. 

Tak lupa juga kepercayaan beliau kepada penulis, terima kasih ibu atas segala yang 

ibu berikan. Kedua orang tua penulis, khususnya ibu penulis. Penulis bersyukur atas 

keharibaan kasih cinta, sayang, kepercayaan, dan banyak hal lainnya yang ibu 
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berikan. Kakek yang memberikan pelajaran berharga bagi penulis, yang diam-diam 

selalu mendoakan penulis, terima kasih atas perhatian dan kasih sayangnya selama 

penulis menempuh pendidikan kuliah ini, terlebih saat penyusunan penelitian 

skripsi ini. Teman-teman penulis yang selalu sedia membantu, memotivasi, dan 

memberikan masukan-masukan kepada penulis, khususnya Bang Maulana Malik 

Ibrahim, Irma Kamariati, Surayya, Yusi Rida, Tsania Lutfi, Elsa Maria, Arvin 

Rumbiak, dan Figo Handika. Elydea Nurelis yang selalu mau menemani penulis 

selama proses penyusunan skripsi ini bahkan sebelum itu. Terima kasih atas 
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